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. SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/3499/100.01/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 10 SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Menimbang : a. Bahwa SK Izin Operasional Sekolah Menengah Negeri 10 Samarinda
sejak awal berdiri sekolah tidak ditemukan lagi arsipnya baik di sekolah
maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
berdasarkan surat dari kepala SMP Negeri 10 Samarinda
Nomor 421.3/172/100.01.18.A10 tanggal 9 Mei 2022 perihal
Permohonan Penerbitan 1zin Operasional Sekolah;

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya operasional Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Samarinda, dipandang perlu
memberikan penetapan izin operasional kepada SMPN 10 Samarinda;

c. Berdasarkan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang 1zin
Operasional SMP Negeri 10 Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 20006 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
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